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ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan metode dalam melakukan penghitungan
kebutuhan jumlah jabatan fungsional dan untuk mengakomodir kebutuhan
unit organisasi dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional, perlu dilakukan
pengaturan kembali terhadap pedoman penghitungan kebutuhan jabatan
fungsional pada Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Pedoman Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan
Fungsional pada Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, PP 21 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.58), PP 11
Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No0.6037) sebagaimana telah diubah
dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), PP 68 Tahun
2019 (LN Tahun 2019 No.203), Permenkeu Rl 175/PMK.01/2016 (BN Tahun
2016 No.1756).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penghitungan Kebutuhan JF dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
diperinci per 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan
organisasi, rencana strategis organisasi, dan dinamika/perkembangan organisasi.
Kebutuhan JF untuk 5 (lima) tahun diambil berdasarkan hasil penghitungan
proyeksi Kebutuhan JF optimum untuk dapat menyelesaikan proyeksi beban kerja
per tahun selama 5 (lima) tahun. Hasil penghitungan proyeksi Kebutuhan JF
optimum untuk menyelesaikan proyeksi beban kerja per tahun selama 5 (lima)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari penghitungan
beban kerja tertinggi atau dari beban kerja tahun kelima.

Dalam hal JF Kemenkeu Pengguna mempunyai pedoman penghitungan
Kebutuhan JF yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini, penghitungan Kebutuhan JF Kemenkeu Pengguna dapat
mengacu pada pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina dengan menggunakan
jam kerja efektif yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 2036), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2020 dan diundangkan
pada tanggal 20 April 2020.

Lampiran halaman 14-34.



